LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK

KOTA DEPOK

TAHUN 2003 NOMOR 08 SERI B

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

Menimbang

NOMOR 08 TAHUN 2003

TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,

. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07

Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, setiap orang
perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin

dikenakan retribusi;

. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana

Wilayah  Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin
Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Bupati / Walikota menetapkan besarnya
biaya administrasi IUJK sesuai ketentuan perundang-undangan

yang berlaku;

. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun

1999, penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah
ditetapkan dengan Peratuan Daerah sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku;

. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a ,b dan c perlu ditetapkan

Peraturan Daerah Kota Depok tentang Retribusi Izin Usaha Jasa

Konstruksi;

Mengingat ...
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Mengingat

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3679) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat Il Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat
Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3828 );

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3833);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3956);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3957);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27);
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang
Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001
Nomor 2);
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan

Perangkat Daerah  (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata
Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2001 Nomor 60);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2003 tentang lzin

Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 07);
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Menetapkan

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG RETRIBUSI IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Kota adalah Kota Depok.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.

Walikota adalah Walikota Depok.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kota Depok.

Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional untuk selanjutnya disebut
Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang
konstruksi.

Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha.

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah
izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan

oleh Pemerintah Kota dan atau Pejabat yang ditunjuk.

Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud oleh Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi, termasuk pemungutan retribusi.

10. Retribusi ...
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Retribusi 1zin Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Jasa Konstruksi yang
diberikan kepada orang atau Badan Hukum.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin usaha.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas
Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi
identitas bagi setiap wajib retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disebut SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan

besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
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